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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah    

Negara Indonesia adalah suatu bangsa yang besar, berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) tertanggal 1 Juli 2015 Jumlah penduduk Indonesia 

berjumlah 255,461,700 jiwa, yang menempatkan Negara Indonesia sebagai 

Negara peringkat 4 (empat) dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan 

jumlah penduduk yang besar tersebut, membuat pemerintah menjadi lebih fokus 

dalam memenuhi kebutuhan penduduk yaitu salah satunya dibidang kesehatan 

dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan kesehatan yang sangat dipengaruhi 

oleh makanan, pemerintah dari waktu ke waktu terus meningkatkan kualitas dan 

kuantitas dari segala macam bentuk pemenuhan kebutuhan pangan sebagai 

kebutuhan primer untuk mencapai tingkat kesehatan yang tinggi, sebagaimana 

yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28 H 

ayat (1) “bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan”. Jadi kesehatan merupakan salah satu unsur 

kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah tersedianya 

kecukupan pangan olahan yang aman dan berkualitas untuk di konsumsi. 

Pada era globalisasi sekarang, industri pangan olahan semakin 

meningkat, dimana konsumen global pun semakin menekankan pada food safety 

(keamanan pangan) dan kesehatan. Padahal seiring dengan tumbuhnya populasi 
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dunia, maka kebutuhan akan makanan dan obat-obatan akan meningkat. Volume 

perdagangan makanan dan obat di dunia pun meningkat sehingga banyak 

muncul produk pangan olahan di pasaran dalam berbagai merek, jenis, ukuran, 

rasa, dan harga. Berbagai macam produk tersebut telah melalui berbagai macam 

syarat dan prosedur untuk dapat di pasar-kan ke masyarakat. Salah satunya yaitu, 

produk harus mencantumkan nomor izin edar pemakaian. Hal ini wajib 

dilakukan agar konsumen tahu keamanan, mutu dan gizi makanan tersebut 

sehingga konsumen tidak dirugikan.  

Pangan olahan olahan dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan skala 

produksi yaitu skala rumah tangga yang disebut Pangan olahan Industri Rumah 

Tangga (P-IRT) dan pangan olahan olahan skala industri dalam negeri (MD). 

Setiap Pangan olahan Olahan baik yang diproduksi di dalam negeri (MD) atau 

yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia, untuk diperdagangkan dalam 

kemasan eceran wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari Badan POM, 

kecuali produk P-IRT, karena mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari pada 

suhu kamar, pangan olahan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan 

pembeli dalam jumlah kecil, dimasukkan ke wilayah Indonesia dalam jumlah 

kecil untuk keperluan penelitian ataupun yang lainnya.1 Namun yang menjadi 

objek pengawasan negara terhadap peredaran pangan olahan yaitu pada sektor 

Skala Industri Dalam Negeri (MD) karena produknya yang memilliki masa 

kadaluarsa lebih dari 7 hari diperlukan pemeriksaan layak dan tidaknya 

 
1 Yovia Rizki Arrahman dan Resmi Mustarichie, 2018, “Wewenang Dan Alur Pemeriksaan 

Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Bandung Terhadap Kasus Temuan Parasit Cacing 

Pada Produk Makerel”, (2018), Farmaka Vol.16 No.1, Hlm. 23 – 24. 
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komposisi pengawetan alami dalam kemasan tersebut.  

Bentuk perlindungan negara terhadap kepastian keamanan peredaran 

makanan salah satunya pangan olahan ialah melalui BPOM, dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan terhadap beredarnya 

produk olahan pangan yang tidak memenuhi standar mutu dilakukan dengan 2 

(dua) cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 

Perlindungan preventif dilakukan dengan cara menerapkan 2 sistem 

pengawasan, yaitu: pengawasan pre market dan pengawasan post market. 

Perlindungan hukum represif yang dilakukan BBPOM adalah dengan cara 

melapor ke pihak yang berwajib atau kepolisian jika ditemukan adanya makanan 

atau produk olahan pangan yang tidak memenuhi standar mutu.2  

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan olahan Olahan menjelaskan 

bahwa pangan olahan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan 

cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, bahan tambahan 

pangan olahan adalah bahan yang ditambahkan kedalam untuk mempengaruhi 

sifat dan bentuk pangan olahan hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Makanan Nomor 27 Tahun 2017. 

Maka kehadiran BPOM merupakan wadah terdepan dalam menjamim kepastian 

produk pangan olahan yang beredar agar layak di konsumsi masyarakat. 

Aspek dari keamanan pangan olahan sangat penting karena berkaitan erat 

 
2 David Eko Prabowo, dkk, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan olahan 

Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan”, (2019), Jurnal 

Lex Suprema, Vol. 2 No 1, Hlm 350. 
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dengan kesehatan dari masyarakat. Selain itu pula pangan olahan merupakan 

kebutuhan esensial bagi seluruh manusia untuk pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup mereka.3 Pangan olahan harus selalu dijaga guna mendapatkan kehidupan 

yang lebih produktif, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

disebutkan bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersedian, 

keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan olahan yang cukup, aman, 

bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkatan nasional maupun daerah 

hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Tujuan negara untuk menjaga tercapainya tingkat kesehatan dengan 

perlindungan pangan belum dapat dicapai dibuktikan dengan masih terdapat 

beberapa pelanggaran pada bidang pangan. Pasal 41 angka (1) Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dikatakan “badan usaha yang memproduksi 

pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha 

diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggungjawab atas 

keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang 

mengkonsumsi makanan tersebut”. Pasal 41 angka (1) tersebut menegaskan 

bahwa pelaku usaha pangan baik berupa badan usahanya maupun orang 

perorangan yang diberi tanggung jawab atas usaha itu, adalah bertanggungjawab 

atas keamanan pangan yang diproduksinya. Pasal ini memberi penegasan bahwa 

harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan (produk), jika 

 
3 Ida Bagus dan Retno Murni, 2020, “Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap 

Peredaran Jajan Tradisional Pasar Berbahaya Di Kota Denpasar”, (2020), Jurnal Kertha Semaya, 

Vol. 8 No. 7, Hlm. 152. 
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ternyata menimbulkan kerugian kepada pihak lain (konsumen).4 

Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia No. 28 Tahuin 2004 teintang 

Keiamanan, Muitui dan Gizi Pangan olahan meinjeilaskan bahwa agar pangan 

olahan yang aman teirseidia seicara meimadai, peirlui diu ipayakan teirwuijuidnya suiatui 

sisteim pangan olahan yang mampui meimbeirikan peirlinduingan keipada 

masyarakat yang meingkonsu imsi pangan olahan seihingga pangan olahan yang 

dieidarkan dan/ataui dipeirdagangkan tidak meiruigikan seirta aman bagi keiseihatan 

jiwa manuisia. Deingan peirkataan lain, pangan olahan teirseibuit haruis meimeinuihi 

peirsyaratan keiamanan pangan olahan, deimi meinjaga keiamanan pangan olahan 

disinilah dibuituihkan peiran peimeirintah meilaluii Badan Peingawas Obat dan 

Makanan (BPOM).5 

BPOM didirikan beirdasarkan Keipuituisan Preisidein No. 166 Tahuin 2000 

teintang Keiduiduikan, Tuigas, Fuingsi, Keiweinangan, Su isuinan Organisasi, dan Tata 

Keirja, Leimbaga Peimeirintah Non Deiparteimein seibagaimana yang teilah diru ibah 

deingan Keipuituisan Preisidein No. 103 Tahuin 2001. Pasal 67 Keipuituisan Preisidein 

No. 103 Tahuin 2001 teintang Keiduiduikan, Tuigas, Fuingsi, Keiweinangan, Suisu inan 

Organisasi, dan Tata Keirja, Leimbaga Peimeirintah Non Deiparteimein dinyatakan 

bahwa BPOM meimpuinyai keiwajiban meilaksanakan tuigas peimeirintah dibidang 

peingawasan obat dan makanan seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang-

 
4 Vita Damarsari, 2010, Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di 

Jogjakarta,yang membahas masalah perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang 

membeli kosmetik di Jogjakarta, (Skripsi dipublikasi Google Scholar), Universitas Indonesia, Jakarta 

Hlm.1. 
5 Bahmid, dkk, “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan 

Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat 

Makanan (BPOM) Tanjungbalai”, (2020), De Lega Lata : Jurnal Hukum Vol. 5 No 2, Hlm. 184. 
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uindangan yang beirlakui. Peiratuiran Keipala BPOM No. 29 Tahuin 2013 teintang 

Reincana Strateigis Badan Peingawasan Obat dan Makanan meingatuir teintang 

salah satui fuingsi BPOM yaitu i uintuik meilinduingi keiseihatan masyarakat dari obat 

dan makanan yang tidak meimeinuihi peirsyaratan keiamanan, khasiat/manfaat dan 

muitui. 

Salah satui wilayah keirja Badan Peingawas Obat dan makanan (BPOM) di 

Indoneisia adalah Provinsi Suimateira Barat, yang ibui kota provinsinya adalah 

Kota Padang. Balai Beisar POM di Padang adalah Uinit Peilaksana Teiknis di 

lingku ingan Badan Peingawas Obat dan Makanan, deingan landasan huikuim SK 

Keipala Badan POM No. 05018/SK/KBPOM tahuin 2001 dan SK Keipala Badan 

POM No. HK00.05.21.1232 tahuin 2004. Seijak diteitapkannya keipuituisan ini, 

wilayah keirja Balai Beisar Peingawas Obat dan Makanan di Padang meincaku ip 7 

(tuijuih) Kota dan 12 (duia beilas) Kabuipatein. Luias wilayah Propinsi Suimateira 

Barat 42.297,30 KM² deingan wilayah keirja 19 Kabuipatein/kota dan juimlah 

peindu iduik 5.066.476 jiwa.6 

Beirdasarkan hasil peingawasan obat dan makanan yang dilakuikan oleih 

Badan Peingawas Obat dan Makanan (BBPOM) pada tahuin 20217, peilanggaran 

obat dan makanan yang ditindak lanjuiti seicara pro-ju istitia meilipuiti peilanggaran 

di bidang kosmeitika seibanyak 96 (35%) peirkara, peilanggaran di bidang obat 

tradisional seibanyak 71 (25%) peirkara, peilanggaran di bidang obat seibanyak 63 

 
6 Laporan Renstra BBPOM Padang Tahun 2018-2021 ; www.pom.go.id (terakhir dikunjungi 

pada tanggal 19 Juni 2021 jam 15.00) 
7 Hasil wawancara dengan Ibu Patriana Dahelen Kepala Bagian Penyidikan BBPOM Padang 

pada Bulan Juni Tahun 2021 
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(23%) peirkara, dan peilanggaran di bidang pangan seibanyak 47 (17%) peirkara. 

Peilanggaran teirseibuit seibagian beisar beiruipa kasuis peilanggaran tanpa izin eidar, 

tanpa keiahlian, dan tanpa keiweinangan. 

Salah satui keiweinangan uintuik meilakuikan peinyidikan dibidang pangan 

olahan oleih BPOM dilakuikan oleih Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) 

BPOM, hal ini dinyatakan dalam Uindang-uindang No. 18 Tahuin 2012 teintang 

Pangan olahan, di dalam Pasal 132 ayat (1) dinyatakan bahwa seilain peinyidik 

polisi neigara Reipuiblik Indoneisia, keipada peijabat peigawai neigeiri sipil teirteintui 

yang lingkuip tuigas dan tangguing jawabnya di bidang Pangan olahan dibeiri 

weiweinang khuisuis seibagai peinyidik uintuik meilakuikan peinyidikan dalam tindak 

pidana di bidang Pangan olahan seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang-

uindangan di bidang Huikuim Acara Pidana. Namuin keibeiradaan PPNS BPOM ini 

akan meinimbuilkan duia fuingsi peineigakan huikuim seilain dilakuikan oleih polisi 

juiga dilakuikan oleih Peinyidik dari PNS BPOM seidangkan keiduianya meimiliki 

peirbeidaan keiweinangan seihingga peinyidik dari PPNS BPOM teirbatas dalam seigi 

keiweinangan. 

Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) dijeilaskan dalam Pasal 1 angka 5 

Peiratu iran Peimeirintah No. 43 tahuin 2012 teintang Tata Cara Peilaksanaan 

Koordinasi, Peingawasan, dan Peimbinaan Teiknis teirhadap Keipolisian khu isuis, 

Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil, dan Beintuik-beintuik Peingawasan Swakarsa yang 

di maksuid ialah peijabat peigawai neigeiri sipil teirteintui yang beirdasarkan peiratuiran 

peiruindang-uindangan dituinjuik seilakui peinyidik dan meimpuinyai weiweinang u intuik 
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meilakuikan peinyidikan tindak pidana dalam lingkuip Uindang-uindang yang 

meinjadi dasar huikuim nya masing-masing. Keiweinangan yang leibih speisifik dari 

PPNS BPOM diatuir dalam Pasal 132 ayat (2) Uindang-uindang No. 18 Tahuin 

2012 teintang Pangan olahan, yaitui: 

1. Meilakuikan peimeiriksaan atas keibeinaran laporan seirta keiteirangan 

teintang tindak pidana di bidang pangan olahan. 

2. Meilakuikan peimanggilan teirhadap seiseiorang uintuik dideingar dan 

dipeiriksa seibagai teirsangka ataui seibagai saksi dalam tindak pidana di 

bidang pangan olahan. 

3. Meilakuikan peinggeileidahan dan peinyitaan teirhadap barang buikti 

tindak pidana di bidang pangan olahan. 

4. Meiminta keiteirangan dan barang buikti dari orang ataui badan hokuim 

seihuibuingan deingan tindak pidana di bidang pagan. 

5. Meimbuiat dan meinandatangani beirita acara. 

6. Meingheintikan peinyidikan apabila tidak teirdapat cuikuip buikti teintang 

adanya tindak pidana di bidang pangan olahan. 

7. Meiminta bantuian ahli dalam rangka peilaksanaan tuigas peinyidikan 

tindak pidana di bidang pangan olahan. 

Keiweinangan yang dimiliki peinyidik peigawai neigeiri sipil Balai Beisar 

Peingawas Obat dan Makanan pada dasarnya tidaklah beirbeida deingan peinyidik 

keipolisian, namuin peinyidik peigawai neigeiri sipil tidak meimiliki keiweinangan 

uintuik meilakuikan uipaya paksa dalam hal peinangkapan, peinahanan, dan dalam 
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meilaksanakan tuigasnya dibantui oleih peinyidik keipolisian. Kondisi 

peimbeirantasan keigiatan ileigal diseiktor pangan olahan seilama ini yang dirasakan 

kuirang eifeiktif dan maksimal, oleih kareina itui dipeirluikan peinanganan yang 

eifeiktif dalam peineigakaan huikuim diseiktor pangan olahan. 8 

Beiluim maksimalnya peingawasan dan peineigakan huikuim teirhadap 

peireidaran obat dan makanan teiruiatama teirhadap pangan olahan diseibabkan 

masih teirbatasnya keiweinagan PPNS BPOM dalam meilakuikan peinyidikan yang 

masih haruis meindapatkan izin dari keipolisian, dalam peiratuiran peiruindang-

uindangan teintang Pangan Olahan adapuin sanksi yang dibeirikan peirtama kali 

haruislah teiguiran dan meingeiduikasi peilakui uisaha teirhadap keisalahan yang 

dilaku ikannya, kareina keibanyakan kasuis yang teirjadi seilalui pada peilakui u isaha 

barui maka keibanyakan peinyeileisaian kasuis peireidaran pangan olahan tanpa izin 

eidar teirheinti hanya sampai teiguiran.9 Pada tahuin 2017 BBPOM Padang 

meineimuikan adanya 6 buiah kasuis pangan olahan ileigal, 5 diantaranya hanya 

meindapatkan peiringatan beiruipa suirat peiringatan dan dibeirikan peinyuilu ihan. 

Peimbeirian peiringatan teirseibuit dikareinakan para peilakui uisaha dinilai beiluim 

meingeitahuii proseiduir dan peiratuiran yang beirkaitan teintang pangan olahan olahan 

dan ju imlah pangan olahan yang dieidarkan teirgolong seidikit, oleih kareina itui 

hanya di beirikan peiringatan saja.  

Pada tahuin yang sama juiga teirjadi suiatui tindak pidana yaitui meimbuika 

 
8 Barda Nawawi Arief, 2002, Penegakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

Hlm. 109 
9 Kurniasanti dan Joko Setiyono, “Urgensi Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal”, (2020), Yuriska : Jurnal Ilmu 

Hukum Vol. 12 No. 2, Hlm. 72 
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keimasan akhir pangan olahan uintuik dikeimas keimbali dan dipeirdagangkan yang 

dilaku ikan oleih sauidara yang beirinisial HB yang beiralamat di kota padang, pada 

saat itui dikeitahuii oleih peituigas BBPOM Padang pada saat meilaku ikan 

peimeiriksaan teirhadap sarana yang dimiliki oleih sauidara HB. Barang buikti yang 

diteimu ikan beiruipa pangan olahan dan keimasan pangan olahan seibanyak 36 

macam jeinis miei, diantaranya miei seidap ayam bawang, miei seidap kari speicial, 

miei reimeis, miei suikseis. Sauidara HB meilanggar Pasal 139 Uindang-Uindang No 

18 Tahuin 2012 teintang Pangan olahan yang beirbuinyi “Seitiap orang yang deingan 

seingaja meimbuika keimasan akhir pangan olahan u intuik dikeimas keimbali dan 

dipeirdagangkan seibagaimana dimaksuid dalam pasal 83 ayat (1) dipidana deingan 

pidana peinjara paling lama 5 (lima) tahuin ataui deinda paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (seipuiluih miliar ruipiah).10 

Pada tahuin 2019 juiga teirjadi tindak pidana meinyimpan dan 

meimpeirdagangkan pangan olahan ileigal tanpa izin eidar yang dilakuikan oleih 

sauidara BM yang beiralamat di Kota Padang. Pada saat peituigas BBPOM 

meilaku ikan peimeiriksaan di sarana distribuisi pangan olahan milik sauida BM, 

peituigas meineimuikan barang buikti keimasan pangan olahan seibanyak 15 macam 

pangan olahan olahan ileigal tanpa izin eidar, di antaranya Greiein Teia Mix Cha Tra 

Muiei Brand, Suisui Teipuing Skim, Neistlei Neispray, Neistlei Milo 3 in 1. Sauidra BM 

meilanggar Pasal 142 Uindang-uindang No. 18 Tahuin 2012 teintang Pangan olahan 

seihingga dipidana deingan pidana peinjara paling lama 2 (duia) tahuin ataui deinda 

 
10 Prapenelitian di BBPOM Padang, tanggal 18 Februari 2021 
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paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (eimpat miliar ruipiah).11 

Dari keiduia kasuis yang teilah teirjadi tidak banyak yang sampai keipada 

tahap peirsidangan, kareina BPOM seilakui badan yang dibeirikan amanat u intuik 

meilaku ikan peingawasan dan meimastikan keiamanan peireidaran makanan u intuik 

dikonsuimsi masyarakat agar aman itui seindiri masih meimiliki beibeirapa keindala, 

deingan maraknya peilakui uisaha barui seibanding deingan peirtuimbuihan peindu iduik 

yang padat di Kota Padang teintui meinjadi peirhatian yang beisar kareina reindahnya 

angka peilanggaran peireidaran produik pangan olahan tanpa izin eidar di pasaran, 

seihingga akan meinjadi peirtanyaan bagaimana beintu ik peineigakan huikuimnya di 

Kota Padang. 

Uintuik meinduikuing peingawasan obat dan makanan komoditi impor 

teirseibu it, dipeirluikan teiknologi peinguijian laboratoriuim yang seisuiai deingan 

peirkeimbangan teirkini seihingga produik obat dan makanan yang beireidar 

Indoneisia dapat diawasi deingan baik. Saat ini teirdapat beirbagai peiratuiran 

peiruindang-uindangan di bidang peingawasan obat, obat tradisional, kosmeitik, 

suipleimein keiseihatan, dan makanan, antara lain Uindang-Uindang Nomor 5 Tahuin 

1997 teintang Psikotropika, Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 teintang 

Peirlinduingan Konsuimein, Uindang-Uindang Nomor 35 Tahuin 2009 teintang 

Narkotika, Uindang-Uindang Nomor 36 Tahuin 2009 teintang Keiseihatan, dan 

Uindang-Uindang Nomor 18 Tahuin 2012 teintang Pangan. Peimeirintah bahkan 

seicara khuisuis teilah meimbeintuik Badan Peingawas Obat dan Makanan yang 

meiruipakan Leimbaga Peimeirintah Non Keimeinteirian uintuik meilakuikan tuigas 

 
11 Ibid 
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peingawasan obat dan makanan.  

Sampai saat ini, peiratuiran peiruindang-uindangan yang ada beiluim 

mampu i meinjadi payuing huiku im yang kuiat bagi peilaksanaan peingawasan obat, 

obat tradisional, kosmeitik, suipleimein keiseihatan, dan makanan. Deingan deimikian, 

peingatuiran khuisuis dan kompreiheinsif teintang peingawasan obat dan makanan 

sangat dipeirluikan uintuik meimbeirikan peirlinduingan yang leibih baik teirhadap 

keiseihatan masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak meimeinuihi 

peirsyaratan muitui dan keiamanan. Seidangkan bagi peilakui uisaha obat dan 

makanan, peingatuiran khuisu is dan kompreiheinsif teirseibuit seibagai uipaya 

peinceigahan dari meimproduiksi yang tidak seisuiai deingan peirsyaratan muitu i dan 

keiamanan. 

Uisaha peinangguilangan keijahatan deingan huikuim pidana pada hakikatnya 

juiga meiruipakan bagian dari uisaha peineigakan huiku im. Oleih kareina itui politik 

huikuim pidana meiruipakan bagian dari peineigakan hu ikuim. Di samping itui u isaha 

peinangguilangan keijahatan pada hakikatnya juiga meiruipakan uisaha peirlinduingan 

masyarakat.10 Beirdasarkan u iraian di atas peinuilis teirtarik uintuik meilaku ikan 

peineilitian dan peinuilisan teintang “Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) 

Padang Terhadap Peredaran Pangan olahan Tanpa Izin Edar (Studi Kasus: 

di Wilayah Hukum BBPOM Kota Padang)” 

 
10 Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP 

Baru ,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 28. 
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B. Rumusan Masalah 

 Beirdasarkan latar beilakang masalah di atas, dapat diruimuiskan ruimu isan 

masalah seibagai beirikuit: 

1. Bagaimanakah peineigakan huikuim oleih Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) 

Balai Beisar Peingawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang teirhadap 

peireidaran pangan olahan tanpa izin eidar? 

2. Apakah keindala yang diteimuii oleih Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) 

Balai Beisar Peingawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang dalam 

peinyidikan teirhadap peireidaran pangan olahan tanpa izin eidar? 

3. Bagaimanakah uipaya yang dilakuikan dalam meingatasi keindala yang diteimuii 

oleih Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) Balai Beisar Peingawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Padang teirhadap peireidaran pangan olahan tanpa izin 

eidar? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapuin yang meinjadi tuiju ian peinuilis dalam meilakuikan peineilitian ini adalah 

seibagai beirikuit: 

1. Uintuik meingeitahuii peineigakan huikuim oleih Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil 

(PPNS) Balai Beisar Peingawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang teirhadap 

peireidaran pangan olahan tanpa izin eidar. 

2. Uintuik meingeitahuii keindala yang diteimuii oleih Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil 

(PPNS) Balai Beisar Peingawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang dalam 

peinyidikan teirhadap peireidaran pangan olahan tanpa izin eidar. 
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3. Uintuik meingeitahuii uipaya yang dilakuikan dalam meingatasi keindala yang 

diteimuii oleih Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) BBPOM Padang teirhadap 

peireidaran pangan olahan tanpa izin eidar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teioritis 

a. Seibagai suiatui karya ilmiah, hasil peineilitian ini diharapkan dapat 

meimbeirikan kontribuisi bagi peirkeimbangan ilmui huikuim pada khuisuisnya, 

mauipuin masyarakat pada uimuimnya meingeinai peineigakan huikuim oleih 

Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) Balai Beisar Peingawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Padang teirhadap peireidaran pangan olahan tanpa izin 

eidar 

b. Hasil peineilitian ini dapat diguinakan seibagai reifeireinsi uintuik keigiatan 

peineilitian beirikuitnya yang seijeinis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat meinjadi bahan masuikan bagi peinyidik peigawai neigeiri 

sipil Balai Beisar Peingawas Obat dan Makanan dan peineigak hu ikuim 

lainnya dalam meilaksanakan tuigas dan weiweinangnya dalam proseis 

peineigakan huikuim teirhadap peireidaran pangan olahan tanpa izin eidar. 

b. Meinyeibarkan luiaskan informasi seirta masuikan teintang peineigakan hu ikuim 

teirhadap peireidran pangan olahan tanp izin eidar. 
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E. Keasliaan Penulisan 

 Meilaluii peineiluisuiran keipuistakaan Peinuilis tidak meineimuikan peineilitian teisis 

meingeinai peineigakan huikuim oleih Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) Balai 

Beisar Peingawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang teirhadap peireidaran 

pangan olahan tanpa izin eidar. Namuin peirnah dilakuikan peineilitian meingeinai 

juiduil dan topik yang reilatif sama, akan teitapi fokuis peineilitiannya beibeida deingan 

objeik kajian peinuilis dan juiga teimpat peineilitian yang beirbeida deingan yang akan 

peinuilis teiliti. Peineilitian yang peirnah dilakuikan itui adalah: 

1. Teisis dari Yuistina Indah Suiryani, Program Stuidi Magisteir Hu ikuim 

Keiseihatan Fakuiltas Huikuim Dan Komuinikasi Uiniveirsitas Katolik 

Soeigijapranata Seimarang 2020, deingan juiduil “Peilaksanaan Peingawasan 

Produik Pangan olahan Dalam Keimasan Kateigori “Md” Oleih Balai Beisar 

Peingawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Seimarang Seibagai Uipaya 

Peimeinuihan Hak Konsuimein Atas Keiseihatan Di Kota Seimarang” dan 

peirmasalahan yang diteiliti adalah (1) Bagaimana peingatuiran peingawasan 

produik pangan olahan dalam keimasan kateigori “MD” oleih BBPOM di 

Seimarang seibagai uipaya peimeinuihan hak konsuimein atas keiseihatan di 

Kota Seimarang? (2) Bagaimana peilaksanaan peingawasan produik pangan 

olahan dalam keimasan kateigori “MD” oleih BBPOM di Seimarang seibagai 

uipaya peimeinuihan hak konsuimein atas keiseihatan di Kota Seimarang? (3) 

Faktor-faktor apa yang meimpeingaruihi peilaksanaan peingawasan produik 

pangan olahan dalam keimasan kateigori “MD” oleih BBPOM di Seimarang? 
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2. Teisis dari Peildi Novrizal, Program Magisteir Ilmui Huikuim Pascasarjana 

Fakuiltas Huikuim Uiniveirsitas Andalas Padang 2017, deingan juiduil 

“Koordinasi Fuingsional Antara Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil Deingan 

Peinyidik Polri Dalam Peineigakan huikuim Teirhadap Peireidaran Obat Dan 

Makanan Ileigal (Stuidi Kasuis di Wilayah Huikuim Polreista Padang )” dan 

peirmasalahn yang diteiliti adalah (1) Bagaimanakah peilaksanaan 

koordinasi fuingsional antara Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil BPOM 

deingan Peinyidik Polri dalam peinyidikan tindak Pidana peireidaran obat-

obatan dan makanan ileigal di wilayah huikuim Polreista Padang? (2) Apa 

saja keindala yang dihadapi dalam peilaksanaan koordinasi oleih Peinyidik 

Peigawai Neigeiri Sipil BPOM deingan Peinyidik Polri dalam peinyidikan 

tindak 14 pidana peireidaran obat-obatan dan makanan ileigal di wilayah 

huikuim Polreista Padang? (3) Apakah uipaya yang dilakuikan u intuik 

meingatasi keindala dalam peilaksanaan koordinasi teirseibuit? 

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

 Keirangka teiori beirasal dari kata theiory yang artinya pandangan atau i 

wawasan, diartikan seibagai peingeitahuian yang hanya ada dalam alam pikiran 

tanpa dihuibuingkan deingan keigiatan-keigiatan yang beirsifat praktis u intuik 

meilakuikan seisuiatui. Seibagai produik ilmui, teiori-teiori ini beirtu ijuian 

meimeicahkan masalah dan meimbeintuik sisteim.11 Seibagai acuian pokok u intuik 

 
11 Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Cahaya atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 4. 
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meingorganisasi dan meinganalisa masalah yang diteiliti, peinuilis meingguinakan 

beibeirapa teiori huikuim yakni: 

a. Teori Penegakan Hukum 

Teiori peineigakan huikuim meiruipakan proseis uintuik meiwuijuidkan 

keiinginan huikuim badan peincipta huikuim kei dalam ruimuisan peiratuiran 

peiruindang-uindangan meinjadi keinyataan.12 Meinuiruit Prof. Dr. Soeirjono. 

Soeikanto, masalah pokok peineigakan huikuim seibeinarnya teirleitak pada 

faktor faktor yang mu ingkin meimpeingaruihinya. Faktor faktor teirseibuit 

meimpuinyai arti yang neitral, seihingga dampak positif ataui neigatifnya 

teirleitak pada isi faktor faktor teirseibuit yaitui faktor huikuimnya seindiri, faktor 

peineigak huikuim, faktor sarana ataui fasilitas yang meinduikuing peineigakan 

huikuim, faktor masyarakat yaitui di mana lingkuingan di mana hu ikuim 

teirseibuit beirlakui ataui diteirapkan dan faktor keibuidayaan yaitui seibagai hasil 

karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manuisia di dalam 

peirgauilan hiduip.13 

Lawreincei M. Frieidman meingeimuikakan bahwa eifeiktif dan beirhasil 

tidaknya peineigakan hu ikuim teirgantuing tiga u insuir sisteim huikuim, yakni 

struiktuir huikuim (struictuirei of law), suibstansi hu ikuim (suibstancei of thei law) 

dan buidaya huikuim (leigal cuiltuirei).14 Struiktuir huikuim meinyangkuit aparat 

peineigak huikuim, suibstansi huikuim meilipuiti peirangkat peiruindang-uindangan 

 
12 Satjitp Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar baru, Bandung, Hlm. 24. 
13 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. 

Raja grafindo persada, Hlm. 8. 
14 Lawrence M. Friedman, 2001, American Law An Introducion Second Edition (Hukum 

Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, Hlm. 7. 
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dan buidaya huikuim meiru ipakan huikuim yang hiduip (living law) yang dianuit 

dalam suiatui masyarakat. Struiktuir adalah pola yang meinuinjuikkan teintang 

bagaimana huikuim dijalankan meinuiruit keiteintuian-keiteintuian formalnya. 

Struiktuir ini meinuinjuikkan bagaimana peingadilan, peimbuiat huikuim dan 

badan seirta proseis huikuim itui beirjalan dan dijalankan. 

Peineigakan huiku im adalah suiatui uisaha uintuik meinangguilangi 

keijahatan seicara rasional, meimeinuihi rasa keiadilan dan beirdaya guina, 

dalam rangka meinanggu ilangi keijahatan teirhadap beirbagai sarana seibagai 

reiaksi yang dapat dibeirikan keipada peilakui keijahatan, beiruipa sarana pidana 

mauipuin non huikuim pidana, yang dapat diinteigrasikan satui deingan yang 

lainnya, apabila sarana pidana dipanggil uintuik meinangguilangi keijahatan, 

beirarti akan dilaksanakan politik huikuim pidana, yakni meingadakan 

peimilihan uintuik meincapai hasil peiruindang-uindangan pidana yang seisuiai 

deingan keiadaan dan situ iasi pada suiatui waktui dan uintuik masa-masa yang 

akan datang.15 

Peingeirtian peineigakan huikuim dapat juiga diartikan peinyeileinggaraan 

huikuim oleih peituigas peineigak huikuim dan oleih seitiap orang yang 

meimpuinyai keipeintingan seisuiai deingan keiweinangannya masing-masing 

meinuiruit atuiran huikuim yang beirlakui. Peineigakan huikuim pidana meiruipakan 

satui keisatuian proseis diawali deingan peinyidikan, peinangkapan, peinahanan, 

peiradilan teirdakwa dan diakhiri deingan peimasyarakatan teirpidana.16 

 
15 Barda Nawawi Arief, loc.cit 
16 Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, 
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Meinuiruit Moeiljatno meinguiraikan beirdasarkan dari peingeirtian istilah 

huikuim pidana yang meingatakan bahwa peineigakan huikuim adalah bagian 

dari keiseiluiruihan huikuim yang beirlakui disuiatu i Neigara yang meingadakan 

u insuir-uinsuir dan atuiran-atuiran, yaitui:17  

1) Meineintuikan peirbuiatan-peirbuiatan yang tidak boleih di lakuikan 

deingan di seirtai ancaman ataui sanksi beiruipa pidana teirteintui bagi 

barang siapa yang meilanggar larangan teirseibuit 

2) Meineintuikan dan dalam hal apa keipada meireika yang meilanggar 

larangan-larangan itui dapat dikeinakan ataui dijatuihi pidana 

seibagaimana yang teilah diancamkan 

3) Meineintuikan deingan cara bagaimana peingeinaan pidana itui dapat 

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan teilah meilanggar 

larangan teirseibuit 

Peineigakan huiku im dapat dilakuikan deingan beiruipa peinindakan 

huikuim. Abduil Kadir Muihammad meinjeilaskan bahwa peinindakan hu ikuim 

dapat dilakuikan deingan uiruitan seibagai beirikuit: 

1) Teiguiran peiringatan suipaya meingheintikan peilanggaran dan 

jangan beirbuiat lagi (peircobaan). 

2) Peimbeibanan keiwajiban teirteintui (ganti keiruigian, deinda). 

3) Peinyisihan ataui peinguicilan (peincabuitan hak-hak teirteintui). 

 
Jakarta,Hlm. 58. 

17 Moeljatno, 1993,  Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hlm. 23. 
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4) Peingeinaan sanksi badan (pidana peinjara, pidana mati).18 

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Keijahatan adalah peirsoalan yang seilalui ada, dimana ada masyarakat 

disana akan ada keijahatan, seipeirti peinyakit dan keimatian yang seilalui 

beiruilang dan seipeirti muisim yang beirganti dari tahuin kei tahuin. Seigala 

u ipaya uintuik meinghadapi keijahatan hanya dapat meineikan uintuik tidak 

meiningkatnya juimlah keijahatan dan meimpeirbaiki sipeinjahat agar dapat 

keimbali seibagai warga masyarakat yang baik. Masalah peinceigahan dan 

peinangguilangan keijahatan, tidaklah seikeidar meingatasi keijahatan yang 

seidang teirjadi dalam lingkuingan masyarakat tapi haruis dipeirhatikan puila 

ataui haruis dimuilai dari kondisi yang meinguintuingkan bagi manu isia. 

Adapuin uipaya ataui tindakan peinangguilangan keijahatan itui adalah:19 

1) Uipaya ataui tindakan prei-eimtif, yaitu i uipaya-uipaya awal yang 

dilakuikan oleih peineigak huikuim uintuik meinceigah teirjadinya tindak 

pidana. Uisaha-u isaha yang dilakuikan dalam peinangguilangan 

keijahatan seicara prei-eimtif adalah meinanamkan nilai-nilai ataui 

norma-norma teirseibuit teirinteirnalisasikan dalam diri seiseiorang. 

Meiskipuin ada keiseimpatan uintuik meilakuikan keijahatan ataui 

peilanggaran tapi tidak ada niatnya uintuik meilakuikan hal teirseibuit 

maka tidak akan teirjadi keijahatan ataui peilanggaran. Jadi dalam 

 
18 Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, Republik “Kaum Tikus”; Refleksi 

Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Edsa Mahkota, Cet I, Jakarta, Hlm. 16. 
19 Dimas Krisyanto, Pengertian Tindakaan Preventif Represif, http://globespotes.blogspot.com. 

diakses tanggal 26 Juni 2021 jam 09.00 Wib 

http://globespotes.blogspot.com/
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uipaya prei-eimtif faktor niat meinjadi hilang meiskipuin ada 

keiseimpatan. Cara peinceigahan ini beirasal dari teiori NKK yaitui Niat, 

Keiseimpatan dan Keijahatan. Contoh: Diteingah malam pada saat 

lampui meirah lalu i lintas meinyala maka peingeimuidi itui akan beirheinti 

dan meimatuihi atuiran lalui lintas teirseibu it meiskipuin pada waktu i itui 

tidak ada polisi yang beirjaga. 

2) Uipaya ataui tindakan preiveintif,  yaitui tindakan yang dilakuikan oleih 

peineigak huikuim seibeiluim keijahatan teirjadi agar suiatui tindak 

peilanggaran dapat diceigah. Pada uimuimnya tindakan preiveintif ini 

dilakuikan deingan cara meingajak dan meimbeiri arahan. Contoh: Ada 

orang ingin meincuiri motor teitapi keiseimpatan itui dihilangkan 

kareina motor-motor yang ada diteimpatkan diteimpat peinitipan 

motor, deingan deimikian keiseimpatan meinjadi hilang dan tidak 

teirjadi keijahatan. 

3) Uipaya ataui tindakan reipreisif, yaitui suiatui tindakan aktif ataui uipaya  

yang dilakuikan oleih peineigak huikuim yang tindakannya beiruipa 

peineigakan huiku im ataui deingan meinjatuihkan huikuiman atas 

keijahatan yang teilah teirjadi. 

2. Kerangka Konseptual 

Seilain diduikuing deingan keirang kateioritis, peinuilisan ini juiga 

didu ikuing oleih keirangka konseiptuial yang meiruimuiskan deifinisi-deifinisi 

teirteintui yang beirhuibuingan deingan juiduil yang diangkat dan agar teirhindar dari 
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beirbagai peinafsiran teirhadap juiduil peineilitian maka peinuilis meimbeirikan 

batasan peingeirtian seibagai beirikuit: 

a. Peineigakan Huikuim 

 Peineigakan huikuim adalah suiatui uisaha uintu ik meinangguilangi keijahatan 

seicara rasional, meimeinuihi rasa keiadilan dan beirdaya guina, dalam rangka 

meinangguilangi keijahatan teirhadap beirbagai sarana seibagai reiaksi yang 

dapat dibeirikan keipada peilakui keijahatan, beiruipa sarana pidana mau ipuin 

non huikuim pidana, yang dapat diinteigrasikan satui deingan yang lainnya, 

apabila sarana pidana dipanggil uintuik meinangguilangi keijahatan, beirarti 

akan dilaksanakan politik huikuim pidana, yakni meingadakan peimilihan 

uintuik meincapai hasil peiruindang-uindangan pidana yang seisuiai deingan 

keiadaan dan situiasi pada suiatui waktui dan uintuik masa-masa yang akan 

datang.20.Peineigakan huikuim adalah keiseiluiruihan keigiatan dari para 

peilaksana peineigakan huikuim keiarah teigaknya huikuim, keiadilan dan 

peirlinduingan teirhadap harkat dan martabat manuisia, keiteirtiban, 

keiteintraman, keipastian huikuim seisuiaideingan Uindang-Uindang Dasar 

Neigara Reipuiblik Indoneisia 1945. Peineigakan huikuim yang dikaitkan 

deingan peirlinduingan masyarakat teirhadap keijahatan teintuinya beirkaitan 

deingan masalah peineigakan huikuim pidana. Tu ijuian diteitapkannya hu ikuim 

pidana adalah seibagai salah satui sarana politik kriminal yaitui u intuik 

 
20 Barda Nawawi Arief, et. al., loc. cit 
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“peirlinduingan masyarakat” yang seiring puila dikeinal deingan istilah “social 

deifeincei”.21 

 Peineigakan huikuim (pidana), apabila dilihat dari suiatui proseis keibijakan 

maka peineigakan huikuim pada hakeikatnya meiruipakan peineigakan 

keibijakan meilaluii beibeirapa tahap, yaitui: 

1) Tahap formuilasi, yaitui tahap peineigakan huikuim in abstracto oleih 

badan peimbuiat u indang-uindang, tahap ini diseibuit tahap leigislatif. 

2) Tahap aplikasi, yaitui tahap peineirapan huikuim pidana oleih aparat-

aparat peineigak huikuim muilai dari keipolisian sampai peingadilan, 

tahap keiduia ini diseibuit tahap keibijakan yuidikatif. 

3) Tahap eikseikuisi, yaitui tahap peilaksanaan huikuim pidana seicara 

kongkritoleih aparat peineigak huikuim, tahap ini dapat diseibuit tahap 

keibijakan eikseiku itif ataui administratif.22 

b. Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil 

Seilain Polri yang dimaksuid Peinyidik adalah peijabat peigawai neigeiri sipil 

yang dibeiri weiweinang khuisuis oleih uindang-uindang uintuik meilaku ikan 

peinyididkan hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 buitir 1 Kitab Uindang-

uindang Huikuim Pidana (KUiHAP), peingeirtian PPNS dijeilaskan dalam 

Pasal 1 angka 5 Peiratu iran Peimeirintah No. 43 tahuin 2012 teintang Tata 

Cara Peilaksanaan Koordinasi, Peingawasan, dan Peimbinaan Teiknis 

 
21 Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 11. 
22 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 5 
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teirhadap Keipolisian khuisuis, Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil, dan Beintuik-

beintuik Peingawasan Swakarsa yang di maksuid deingan PPNS adalah 

peijabat peigawai neigeiri sipil teirteintui yang beirdasarkan peiratuiran 

peiruindang-uindangan dituinjuik seilakui peinyidik dan meimpuinyai weiweinang 

uintuik meilakuikan peinyidikan tindak pidana dalam lingkuip Uindang-uindang 

yang meinjadi dasar huikuim nya masing-masing. 

c. Badan Peingawas Obat dan Makanan (BPOM) 

Badan Peingawas Obat dan Makanan meiruipakan Leimbaga Peimeirintah 

Non Deiparteimein yang didirikan beirdasarkan Keipuituisan Preisidein No. 103 

Tahuin 2000 seibagaimana yang teilah diruibah meilaluii Keipuituisan Preisidein 

No. 166 Tahuin 2003. 

Tuigas uitama BPOM diatuir dalam Pasal 67 Keipuituisan Preisidein Nomor 

103 Tahuin 2000, BPOM meilaksanakan tuigas peimeirintahan di bidang 

peingawasan Obat dan Makanan seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran 

peiruindang-uindangan yang beirlakui. 

Fuingsi uitama BPOM beirdasarakan Pasal 74 Keipuituisan Preisidein Nomor 

166 Tahuin 2003, BPOM meimpuinyai fuingsi: 

a. Peingkajian dan peinyuisuinan keibijakan nasional di bidang 

peingawasan Obat dan Makanan. 

b. Peilaksanaan keibijakan teirteintui di bidang peingawasan Obat dan 

Makanan. 

c. Koordinasi keigiatan fuingsional dalam peilaksanaan tuigas BPOM. 
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d. Peimantauian, peimbeirian bimbingan dan peimbinaan teirhadap 

keigiatan instansi peimeirintah di bidang peingawasan Obat dan 

Makanan. 

e. Peinyeileinggaraan peimbinaan dan peilayanan administrasi uimuim di 

bindang peireincanaan uimuim, keitatauisahaan, organisasi dan tata 

laksana, keipeigawaian, keiuiangan, keiarsipan, peirsandian, 

peirleingkapan dan ruimah tangga. 

d. Pangan olahan 

 Peingeirtian teintang pangan olahan dijeilaskan dalam Pasal 1 angka 1 

Uindang-uindang No. 18 Tahuin 2012 teintang Pangan olahan, pangan 

olahan adalah seigala seisuiatui yang beirasal dari produik peirtanian, 

peirkeibuinan, keihuitanan, peirikanan, peirairan dan air baik yang diolah 

atauipuin tidak diolah yang dipeiruintuikan seibagai makanan ataui minu iman 

yang di konsuimsi manuisia, teirmasuik bahan tambahan pangan olahan, 

bahan bakui pangan olahan, dan bahan lainnya yang di guinakan dalam 

proseis peinyiapan, peingolahan dan/ataui peimbuiatan makanan ataui 

minuiman. 

 Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia No. 28 Tahuin 2004 teintang 

Keiamanan, Muitui dan Gizi Pangan olahan meinjeilaskan bahwa agar pangan 

olahan yang aman teirseidia seicara meimadai, peirlui diuipayakan teirwuijuidnya 

suiatui sisteim pangan olahan yang mampui meimbeirikan peirlinduingan 

keipada masyarakat yang meingkonsuimsi pangan olahan seihingga pangan 
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olahan yang dieidarkan dan/ataui dipeirdagangkan tidak meiruigikan seirta 

aman bagi keiseihatan jiwa manuisia. 

e. Izin Eidar 

 Beirdasarkan Pasal 2 angka 1 Peiratuiran Badan Peingawas Obat dan 

Makanan No. 27 Tahuin 2017 teintang Peindaftaran Pangan olahan Olahan, 

seitiap pangan olahan olahan yang di produiksi di dalam neigeiri ataui yang 

diimpor uintuik dipeirdagangkan dalam keimasan eiceiran wajib meimiliki izin 

eidar. Izin eidar adalah peirseituijuian hasil peinilaian pangan olahan olahan 

yang diteirbitkan oleih keipala badan dalam rangka peireidaran pangan olahan 

olahan hal ini dijeilaskan dalam Pasal 1 angka 8 Peiratuiran Badan 

Peingawas Obat dan Makanan No. 27 Tahuin 2017 teintang Peindaftaran 

Pangan olahan Olahan. 

 Pangan olahan olahan yang tidak meimeirluikan izin eidar adalah produik 

Produiksi ruimah tangga, meimpuinyai masa simpan kuirang dari 7 hari pada 

suihui kamar, pangan olahan yang dijuial dan dikeimas langsuing di hadapan 

peimbeili dalam juimlah keicil, dimasuikkan kei wilayah Indoneisia dalam 

juimlah keicil uintuik keipeirluian peineilitian atauipu in yang lainnya. 

G. Metode Penelitian 

Meitodei peineilitian yang diteirapkan dalam seitiap ilmui haruis diseisuiaikan 

deingan peingeitahuian yang meinjadi induiknya. Meitodei peineilitian ilmui hu ikuim 

beirbeida deingan meitodei peineilitian ilmui lain. Meitodei peineilitian huikuim meimiliki 
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ciri khas teirteintui yang meiruipakan ideintitasnya.23 Meitodei adalah peidoman cara 

seiorang ilmuiwan meimpeilajari dan meimahami lingkuingan-lingkuingan yang 

dihadapi.24 

Seilanjuitnya uintuik meinjawab peirmasalahan seibagaimana yang teilah 

diseibu itkan diatas dipeirluikan suiatui meitodei agar hasil yang dipeiroleih dapat 

dipeirtangguingjawabkan validitasnya. Dalam peineilitian ini peineiliti meimakai 

meitodei Yuiridis Eimpiris. Yu iridis Eimpiris yaitui meilihat peiratuiran-peiratuiran 

huikuim yang beirlakui dikaitkan deingan peilaksanaannya dalam masyarakat. Uintuik 

meilaksanakan meitodei Yuiridis Eimpiris seibagaimana yang teilah diuingkapkan 

diatas dipeirluikan langkah seibagai beirikuit :  

1. Jenis Penelitian 

Pada peineilitian ini, peinuilis meingguinakan jeinis peineilitian deiskripif 

yaitui meinggambarkan keiadaan deingan meimaparkan hasil-hasil peineilitian 

baik yang beirsuimbeir dari peiratuiran peiruindang-uindangan mauipuin hasil 

wawancara beirkaitan deingan hal yang akan peinuilis teiliti. 

Sifat peineilitian meingguinakan analisis deiskriptif, yaitui peineilitian yang 

meinggambarkan peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui dikaitkan 

deingan teiori-teiori huikuim dan prakteik peilaksanaan huikuim positif. Peineilitian 

deiskriptif adalah uintuik meimbeiri suiatui uiraian yang deiskriptif meingeinai suiatui 

objeik, tuijuian uitama dari peineilitian deiskriptif ialah meiluikiskan reialitas sosial 

yang kompleiks seideimikian ruipa, seihingga reileivansi sosiologis antropologis 

 
23 Kartini Kartono, 1996, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 26 
24 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Kualitatif, UI-Press, Jakarta, Hlm. 6. 
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teircapai.25 Peingguinaan analisi deiskriptif diharapkan akan dipeiroleih gambaran 

yang meinyeiluiruih dan sisteimatis teintang peineigakan huikuim oleih Peinyidik 

Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) Balai Beisar Peingawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Padang teirhadap peireidaran pangan olahan tanpa izin eidar. 

2. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primeir 

Data primeir adalah data yang dipeiroleih langsuing dari suimbeir peirtama.26 

Data primeir dipeiroleih meilaluii wawancara deingan Peinyidik Peigawai Neigeiri 

Sipil (PPNS) Balai Beisar Peingawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang. 

b. Data Seikuindeir 

Data seikuindeir adalah data yang dipeiroleih dari bahan-bahan 

peirpuistakaan.27 Data seikuindeir dipeiroleih meilaluii kantor BBPOM Padang 

teintang data pangan olahan ileigal dan suimbeir-suimbeir lainnya. 

Data seikuindeir teirdiri atas: 

1) Bahan Huikuim Primeir, yaitui bahan-bahan yang isinya meingikat dan 

meimpuinyai keikuiatan huikuim, seipeirti peiratuiran peiruindang-

uindangan. Bahan huikuim primeir ini teirdiri dari: 

a) Uindang-Uindang Dasar Neigara Reipu iblik Indoneisia Tahuin 1945 

b) Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 1946 Teintang Kitab Uindang-

Uindang Huiku im Pidana (KUiHP) 

 
25 Peter Mahmud Marzuki, 2020, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, Hlm. 41 
26 Soerjono Soekanto, 1998, Pengantar Penelitian Hukum, cetak ketiga, Universitas Indonesia, 

Jakarta, Hlm. 12. 
27 Ibid, Hlm. 37 
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c) Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 Teintang Kitab Uindang-

Uindang Huiku im Acara Pidana (KUiHAP) 

d) Uindang-Uindang Nomor 36 Tahuin 2009 Teintang Keiseihatan 

e) Uindang-Uindang Nomor 18 Tahuin 2012 Teintang Pangan olahan 

f) Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia No. 28 Tahuin 2004 

Teintang Keiamanan, Muitui dan Gizi Pangan olahan 

g) Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia No. 43 Tahuin 2012 

Teintang Tata Cara Peilaksanaan Koordinasi, Peingawasan, dan 

Peimbinaan Teiknis Teirhadap Keipolisian Khuisuis, Peinyidik 

Peigawai Neigeiri Sipil, dan Beintuik-beintuik Peingamanan 

Swakarsa 

h) Keipuituisan Preisidein Nomor 103 Tahuin 2001 Teintang 

Keiduiduikan, Tuigas, Fuingsi, Keiweinangan, Suisuinan Organisasi, 

dan Tata Keirja Leimbaga Peimeirintah Non Deiparteimein 

i) Suirat Eidaran Jaksa Aguing RI-003/A/JA/09/2007 teintang 

Peirkara Peinting Tindak Pidana Uimu im Lain 

2) Bahan Huikuim Seikuindeir, yakni seimuia bahan yang meimbeirikan 

peinjeilasan teirhadap bahan huikuim primeir. Meilipuiti juirnal, bu ikui-

buikui reifeireinsi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil peineilitian 

ilmiah yang meinguilas meingeinai peineigakan huikuim teirhadap 

peireidaran pangan olahan ileigal. 
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3) Bahan Huikuim Teirsieir, yaitui bahan-bahan yang meimbeirikan 

informasi ataui peituinjuik seirta peinjeilasan teirhadap bahan-bahan 

huikuim primeir dan seikuindeir, seipeirti Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia 

(KBBI) dan Kamuis Huikuim seirta Einsiklopeidia. 

3. Tahap Penelitian 

Tahapan peineilitian yang dilakuikan dalam peineilitian huikuim ini 

meilipuiti tahapan beirikuit yaitui: 

a. Peineilitian Keipuistakaan 

Seibuiah teiknik dalam peineilitian yang dilakuikan deingan 

meinguimpuilkan data seikuindeir, keimuidian meimpeilajari dan meineilaah 

bahan-bahan huikuim yang beirhuibuingan deingan objeik peineilitian yang 

ditinjaui dari keikuiatan meingikatnya. 

b. Peineilitian Lapangan olahan 

Pada peineilitian lapangan olahan adanya keigiatan meinguimpuilkan, 

meineiliti, dan meireifleiksikan dari data primeir. Data Primeir seindiri adalah 

data langsuing yang didapat dari tangan peirtama beiruipa wawancara dan 

data teirseibuit didapat dari hasil peineilitian lapangan olahan u intuik 

meinuinjang data seikuindeir.28 Peineilitian ini akan dilakuikan di Balai Beisar 

Peingawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang, Suimateira Barat. 

 

 

 
28 Soerjono Soekanto,  2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, Hlm. 51 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

  Wawancara adalah meitodei peinguimpuilan data yang diguinakan 

uintu ik meimpeiroleih keiteirangan seicara lisan guina meincapai tuijuian teirteintui.29 

Wawancara dilakuikan deingan teiknik wawancara beireincana,30 seibeiluim 

dilakuikan wawancara teilah dipeirsiapkan suiatui daftar peirtanyaan yang leingkap 

dan teiratuir.31 Wawancara dilakuikan deingan Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil 

(PPNS) Balai Peingawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang. 

b. Stuidi Dokuimein 

 Stuidi dokuimein adalah teiknik peinguimpuilan data deingan cara 

meimpeilajari bahan keipu istakaan ataui liteiratuir-liteiratuir yang ada, teirdiri dari 

peiratuiran peiruindang-u indangan, dokuimein-dokuimein, buikui-buikui yang 

beirkaitan deingan peirmasalahan yang akan diteiliti dan meimahami 

peineilitian yang beirkaitan deingan masalah yang akan diteiliti.32 

5. Analisis Data Penelitian 

Analisis data dalam proseis peineilitian ini dilakuikan deingan cara analisis 

kuialitatif. Analisis kuialitatif adalah data yang beiru ipa tanggapan ataui peindapat 

seihingga tidak beiruipa angka teitapi beiruipa kata ataui kalimat. Analisis data 

dalam peineilitian beirlangsu ing beirsamaan deingan proseis peinguimpuilan data. 

 
29 Burhan Ashsofa, 2004, Metode penelitian hukum, cetakan keempat, PT. Asdi Mahasaya, 

Jakarta, Hlm. 95. 
30 Ibid. Hlm.95 
31 Ibid, Hlm 96. 
32 Bambang Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

Hlm. 82. 
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Tiga komponein uitama analisis kuialitatif adalah: (1) reiduiksi data, (2) sajian 

data, (3) peinarikan keisimpuilan ataui veirifikasi. Tiga komponein teirseibuit 

teirlibat dalam proseis dan saling beirkaitan seirta meineintuikan hasil akhir 

analisis.  Reiduiksi data adalah suiatui komponein proseis seileiksi, peimfoku isan, 

dan peinyeideirhanaan. Proseis ini beirlangsuing teiruis meineiruis seipanjang 

peilaksanaan peineilitian. Sajian data adalah suiatui rakitan organisasi informasi 

yang meimuingkinkan peineilitian dapat dilakuikan. Keimuidian dilaku ikan 

peinarikan keisimpuilan dan veirifikasi.33 Meitodei analisis data yang dipakai 

dalam peinuilisan ini ialah meitodei yuiridis kuialitatif. Meitodei ini dilaku ikan 

deingan meingguinakan meitodei analisis data seiku indeir seicara kuialitatif dari 

suidu it ilmui yang keimuidian dapat ditarik suiatui keisimpuilan. 

6. Lokasi Penelitian 

Lokasi Peineilitian Teisis dalam peinuilisan adalah: 

a. Peirpuistakaan Fakuiltas Huikuim Uiniveirsitas Andalas. 

b. Balai Beisar Peingawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang 

 
33 Lexi J.Moleong, 2007, Metodologi penelitian kualitatif, PT Remaja Rodakarya,  Bandung, 

Hlm. 167. 


